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Abstrak

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat
Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali
Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah” ini merupakan hasil
penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang
Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam
menerapkan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah,
dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan
dokumen nikah.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, dianalisis
dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif.Data juga dianalisis dengan
menggunakan teori-teori fikih terkait dengan syarat adilnya wali nikah pada saat
pemeriksaan dokumen nikah.

Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa kepala KUA menyatakan
bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali yang diragukan keadilannya oleh
calon pengantin perempuan ini sah, karena secara administrasi sudah
terpenuhi.kedua, dalam literatur figh terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi
adil itu sendiri.Menurut Abu Shuja’ bahwa salah satu syarat adil diantaranya
melakukan perkara yang diwajibkan agama, dan meninggalkan apa yang dilarang
oleh agama. Apabila diterapkan dengan menggunakan syarat wali seperti yang
disebutkan oleh Abu Shuja dikhawatirkan akan menimbulkan madarat yang besar
dan menimbulkan fitnah diantara masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat dari
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kaidah fighyah yang tidak mensyaratkan
wali nasab untuk penikahan harus adil.

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan:
pertama, pihak KUA sudah benar dengan tidak perlu memandang adil atau
tidaknya seorang wali, karena secara definisi tidak jelas adil yang dimaksud
seperti apa. Sedangkan tidak adil tersebut tidak hanya dengan melakukan dosa
besar, akan tetapi fasik juga termasuk didalamnya. Hal ini juga pasti menyulitkan
pihak KUA jika pada zaman sekarang menerapkan syarat adil tersebut karena
berkaitan dengan privasi seseorang.kedua, untuk para wali nikah, patuhi prosedur
yang ada.Sekalipun syarat adil ini sering dikesampingkan, setidaknya memiliki
sifat-sifat yang membawa kebaikan bagi pernikahan yang dibawah
perwaliannya.Meskipun dikatakan belum adil, namun berilah kenyamanan dan
ketentraman untuk berbagai pihak.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah
Swt. la diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana
diantara mereka saling membutuhkan, karena pada hakikatnya manusia
adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya segala
sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt itu berpasang-pasangan, hal
tersebut bukan terjadi pada manusia saja, melainkan pada hewan dan
tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana dalam

firman Allah Swt dalam suratYasin ayat 36:
© 505 g 2ol 3y VT 8 2 G VT e il gz
“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Qs. Yasin: 36)’

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam juga
mengajak manusia untuk hidup berkeluarga, karena keluarga adalah
gambaran kecil suatu kehidupan stabil yang kemudian menjadi
pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya

sebagai manusia.’

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 221.
2 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), 23.



Rumah tangga ditandai dengan adanya perkawinan.’Perkawinan
merupakan fase baru bagi seseorang dalam memasuki kehidupan rumah
tangga.Setiap manusia memiliki naluri ketertarikan kepada lawan
jenisnya sehingga hal ini normal dialami setiap manusia. Perkawinan
merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia
untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya.*Perkawinan bukan
hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal namun juga sebagai
ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang baik.’

Perkawinan dalam bahasa arab, disebut juga pernikahan, berasal
dari kata nmikah artinya wat’u (setubuh), zawaj (kawin). Dalam konteks
syari’ah, kata nikah berarti pernikahan atau persetubuhan. Dengan kata
lain nikah adalah proses transaksi untuk menjadikan halalnya melakukan
hubungan seksual dengan lawan jenisnya untuk membentuk
keluarga.’Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur
secara hormat yang berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab
gabul sebagai lambang dari adanya rasa meridhai, dan dengan dihadiri
para saksi yang menyaksikan kalau pasangan tersebut telah saling
terikat.”

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

¥ Masyhudi Ahmad, Konseling Keluarga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 25.

* Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14.
*Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina
Keluarga Sakinah, 2017), 2.

® Masyhudi Ahmad, Konseling Keluarga..., 26.

” Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam..., 15.



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.*Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan
menurut Islam adalah Pernikahan atau akad yang sangat kuat atau
mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt dan
melaksanakannya merupakan ibadah.’Digunakannya kata mitsagan
ghalidzan maksudnya adalah akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat,
religious, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang
wanita dan yang melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada
Allah Swt."

Dalam kehidupan rumah tangga memiliki tujuan pokok, bahwa
rumah tangga tersebut dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang
antara suami isteri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian,
dimana masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya terhadap

pasangannya sehingga kehidupan rumah tangganya berdiri kokoh."'

ETER ey FECR PR S S (R P BV R P
[

® 65858 238 0¥ A5 3 5 4553

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

® Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

° Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 114.
19 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014), 4.
1 Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, Menyingkap Tabir Perceraian (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005),

19.



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Qs. Ar-Ruum: 21)"

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 3 kata kunci dalam kehidupan
keluarga yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.>Ayat tersebut
menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu agar mendapatkan
keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih
sayang.Penyaluran syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat
manusia dapat sah ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun untuk
mendapatkan ketenangan dalam hidup suami istri itu tidak mungkin
didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.'*Disinilah  Islam
memastikan bahwa keturunan yang sah dan ketenangan, cinta dan kasih
sayang sejati hanya diperoleh melalui jalur pernikahan.'®

Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan
rukunnya. Hal ini juga berlaku pada proses perkawinan. Suatu perkawinan
dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya.'°Rukun dan syarat dari perkawinan dalam hukum Islam

merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan

12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya..., 477.
BMufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 2008),

46.
% Amir
Undang-

Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

> Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press,

2014), 9.
®Rukun

adalah hakikat dari perbuatan itu sendiri, artinya sesuatu yang mesti ada untuk

menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, dan sesuatu itu termasuk dalam perbuatan tersebut.
Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang juga menentukan apakah sah atau tidak suatu
perbuatan tersebut akan tetapi tidak termasuk pada hakikat dari perbuatan itu sendiri.



antara seoranglelaki dengan seorang perempuan.'’ Perkawinan dapat

dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi:'®

Mempelai Laki-laki

Mempelai Perempuan

Wali (mempelai perempuan)

Dua orang saksi atau wakilnya

Lafal Ijab Kabul, Ijab diucapkan oleh pihak wali perempuan atau
wakilnya dan Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki

Nk W=

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau
penguasa.'’secara umum wali yaitu seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam
perkawinan, wali itu seseorang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dalam suatu akad nikah. Wali ditempatkan sebagai rukun
nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah itu
sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dan dapat pula bertindak sebagai orang yang
dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Tujuan adanya persyaratan wali dalam nikah adalah demi
melindungi dan menjaga wanita, karena sebagai wujud tanggung jawab

orang tua untuk kesuksesan anak sehingga tidak dibenarkan menguasakan

7 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), 107.

'8 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia(Jakarta: Kencana Prenada
Group, 2013), 70.

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
Rajawali Press, 2010), 89.

20Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 40.



urusan pernikahan kepada sesama wanita.”' Jika wanita menikah tanpa
ada wali maka pernikahannya batal, hal ini sesuai dalam hadits Nabi saw.,
yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan:
“Aisyah berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Siapa pun wanita yang
menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga
kali).” (HR. Tirmidzi).”

Maksud dari hadits di atas adalah wanita yang telah menikah

tanpa adanya ijin dari walinya, maka nikahnya batal. >

Wali nikah ada dua macam,”*yaitu Wali Nasab dan Wali
Hakim.Wali nasab yaitu wali yang perwaliannya berdasarkan adanya
hubungan darah.Sedangkan Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya
timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak
ada, atau sebab lainnya yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya
tidak ada.

Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.”

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang

yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi

“’Muhammad Zuhaili, Figih Munakahat..., 127.

?H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, 93.

> Muhammad Zuhaili, Figih Munakahat..., 128.

? Ppasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan

% pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon
mempelai wanita.*®

Keberadaan wali sebagai rukun nikah sekaligus menetapkan
keabsahan nikahnya maka harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai wali.
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.*’Syarat wali nasab
yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.”® Mengenai
syarat adil dalam menjadi wali nikah terdapat perbedaan pendapat
dikalangan para ulama, diantaranya tidak melakukan dosa besar.

Persoalan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukolilo berawal dari adanya calon pengantin yang mendaftar untuk
menikah.Pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA tidak ada perbedaan
antara calon pengantin yang syarat keadilan walinya diragukan ataupun
tidak.Ketika diadakan pemeriksaan dokumen nikah, pihak KUA
menanyakan siapakah yang menjadi wali kemudian mempelai wanita
menjawab walinya pakai wali nasab. Akan tetapi mempelai wanita
mengatakan bahwa wali nasabnya tidak pernah terlihat melaksanakan
salat lima waktu. Namun bukti otentik berupa Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik wali nasab ini beragama muslim.

Pihak KUA Kecamatan Sukolilo telah menganjurkan agar menggunakan

% pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

27 pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

%8 pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan



wali hakim, akan tetapi wali nasab memaksa agar beliau tetap menjadi
wali nikah untuk putrinya. Hal ini yang menjadi polemik.*’

Pernikahan yang diakibatkan dari keraguan syarat adil wali nikah
yang dilakukan KUA Kecamatan Sukolilo ini bertentangan dengan
peraturan yang berlaku. Karena telah disebutkan dalam pasal 11 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan, bahwasannya syarat wali nasab yaitu laki-laki, beragama
Islam, baligh, berakal, dan adil.*°

KUA Kecamatan Sukolilo berbeda dalam memaknai adil, maka
penting untuk meneliti pendapat KUA tentang syarat adil wali nikah dan
prosedur yang digunakan untuk memastikan keadilan wali.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian
mengkaji lebih dalam mengenai syarat adil bagi wali nikah dan
membahasnya dalam skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam

Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan

Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah’

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi dan batasan masalah dilakukan untuk menjelaskan
kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian

dengan melakukan identifikasi dan interventariasi sebanyak-banyaknya

»Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Heri Ridwan, Wawancara, Sidoarjo, 3 November 2018
% pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan



kemungkinan yang muncul sebagai masalah.’’ Berdasarkan dari latar

belakang tersebut, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Syarat dan rukun nikah.

2. Prosedur pemeriksaan dokumen nikah yang dilakukan di KUA
Kecamatan Sukolilo.

3. Faktor-faktor yang membuat mempelai wanita ragu akan akad ijab
kabul pernikahannya.

4. Alasan KUA Kecamatan Sukolilo melakukan pernikahan yang syarat
keadilan wali nikahnya diragukan.

5. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah saat
pemeriksaan dokumen nikah.

Dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian fokus dan
sistematis, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi
ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat

adil bagi wali nikah saat pemeriksaan dokumen nikah.

2. Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah saat

pemeriksaan dokumen nikah.

3! Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Ampel (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8
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C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah ini memuat pertanyaan yang akan dijawab
melalui penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul
berdasarkan latar belakang yang ada.*’ Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang
penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan
dokumen nikah?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Kepala KUA
Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah
pada saat pemeriksaan dokumen nikah?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan/duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhahib Al-Arba’ah
Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah *oleh Musthofa Agus
Widodo tahun 2007 menjelaskan tentang pendapat empat imam

madzhab mengenai orang fasiq dan wali nikah yang fasiq.Dapat

®\Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54
$Musthofa Agus Widodo, “Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhahib Al-Arba’ah
Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah” (Skripsi — IAIN Walisongo, 2007)
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ditarik kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama menurut
Hanafiyah, orang fasiq boleh menikahkan anaknya yang masih kecil.
Yang menghalangi hak wali untuk menjadi wali nikahnya adalah jika
wali itu terkenal memiliki pekerjaan yang buruk, dan ia mengawinkan
dengan lelaki yang tidak sederajat dan keji. Namun jika orang itu
fasiq tapi baik pekerjaannya dan menikahkan dengan lekaki yang
tidak kecil dengan mahar mitsil sedangkan dia seorang bapak atau
kakek, maka menikahkan anak itu sah dan tidak ada hak anak
memfasakh nikah. Menurut Malikiyah kefasikan itu tidak
menghalangi seseorang untuk menjadi wali nikah. Menurut
Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa fasiq itu mencegah hak untuk
menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpindahlah hak
menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan
wali pendosa atau fasiq, maka nikahnya batal. Kesimpulannya
Musthofa Agus Widodo lebih cenderung kepada pendapat yang
menyatakan bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena adil itu
merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan anaknya,
maka akan sulit.

“Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah:
Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan’™" oleh

Sulthan Arifin tahun 2010 yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan

%4Sulthan Arifin, “Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus
di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan” (Skripsi — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

2010)
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tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam hal ini wakalahnya
antara wali nikah pada seorang kiyai. Skripsi ketiga ini
kesimpulannya bahwa masyarakat Desa Pakurejo setuju wali
merupakan salah satu syarat sah sebuah pernikahan namun mereka
tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri sehingga
mereka mewakilkan kepada penghulu. Dan motivasi masyarakat
tersebut adalah mereka merasa bangga dan senang hati jika yang
menikahkan anak perempuannya adalah seorang kiyai.

3. “Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah
(Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo) **oleh Fitriya Mariyana tahun 2013 menjelaskan tentang
pendapat tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan
Panji, Kabupaten Situbondoyang mensyaratkan adil sebagai salah
satu syarat untuk menjadi wali nikah. Skripsi keempat berkesimpulan
bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan
Panji, Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa adil merupakan
syarat untuk menjadi wali nikah. Syarat adil yang dimaksud adalah
tidak melakukan perbuatan dosa contohnya tidak meninggalkan
sholat, tidak minum khamr, tidak berzina. Implementasi konsep adil

yang di kemukakan oleh Imam Syafi’i ini dianggap sangat susah

%Fitriya Mariyana, “Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus
di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)” (Skripsi -- UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2013)
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karena fasiknya seseorang ini berhubungan dengan individu masing-
masing. Mereka beralasan bahwa ke-Islaman seseorang itu sudah
cukup memenuhi syarat wali nikah dan adanya kemaslahatan yang
besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah.

4. “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq
Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed
Kab. Aceh Tamiang)*°oleh Faradita tahun 2016 menjelaskan tentang
pendapat madzhab Syafi’i mengenai perpindahan wali nasab kepada
wali hakim karena fasiq menurut madzhab Syafi’i. Skripsi kelima
kesimpulannya Menurut Syafi’iyah, bahwa seorang wali nikah
disyaratkan harus adil. Dan fasiq itu mencegah hak untuk menjadi
wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpidahlah hak menjadi wali
kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali fasiq, maka
nikahnya batal. Dan yang terjadi di KUA Kec. Manyak Payed Kab.
Aceh Tamiang bahwa wali yang fasik tidak bisa menikahkan
anaknya, maka walinya menggunakan wali hakim secara otomatis.

5. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu
Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan
Tegalsari Kota Surabaya™’oleh Lika Ulhizza pada tahun 2018

menjelaskan tentang pengulangan nikah sebenarnya boleh dilakukan,

*®Faradita, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq Menurut Madzhab Syafi’i
(Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)” (Skripsi — IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa Aceh, 2016)

¥"Lika Ulhizza, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan
Wali Nasab Dianggap Tidak Adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya” (Skripsi — UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2018)
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tergantung pada sebab terjadinya pengulangan tersebut. Skripsi
keenam ini kesimpulannya pengulangan nikah disini dilakukan saat
itu juga, dan hal ini didasarkan pada madzhab hanafi, Hanbali dan
mayoritas ulama Syafi’iyah yang tidak mensyaratkan harus adil,
selain itu melihat adilnya seseorang pada zaman ini sangat sulit.

Sehingga pernikahan yang dilakukan dengan wali fasik ini tetap sah.

Dari keenam skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya
dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang pertama
hanya menjelaskan penulis bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena
adil itu merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan
anaknya, maka akan sulit. Skripsi kedua membahas pendapat Husein
Muhammad yang boleh menjadi wali nikah dan hal ini bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ketiga
membahas wakalah yang terjadi antara wali nikah dan seorang kiyai
sebagai penerima wakalah. Skripsi keempat menunjukkan bahwa
pendapat Imam Syafi’i ini dianggap sangat susah karena fasiknya
seseorang ini berhubungan dengan individu masing-masing. Dan ke-
Islaman seseorang itu sudah cukup memenuhi syarat wali nikah dan
adanya kemaslahatan yang besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali
nikah. Skripsi kelima membahas tentang wali yang fasik tidak bisa
menikahkan anaknya, maka walinya menggunakan wali hakim secara
otomatis. Hal ini terjadi di KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh

Tamiang. Skripsi keenam ini membahas pendapat yang didasarkan pada
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madzhab hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi’iyah yang tidak
mensyaratkan harus adil, selain itu melihat adilnya seseorang pada zaman
ini sangat sulit. Sehingga pernikahan yang dilakukan dengan wali fasik
ini tetap sah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang
terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya
yaitu sama sama membahas tentang wali nikah. Sedangkan perbedaan
pada penelitian kali ini dengan adanya penelitian sebelumnya adalah
bahwa penelitian kali ini fokus pada pendapat Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo tentang syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan
dokumen nikah, sehingga besar harapan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan apakah penerapan syarat adil bagi wali nikah ini bisa
diterapkan atau sebalinya mengingat hal ini diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku.

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab rumusan tentang tujuan
yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian yang dilakukannya,
agar penelitian ini dapat diketahui secara jelas dan rinci terkait penelitian
ini. Tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo
tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan

dokumen nikah apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau

sebaliknya.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari segi hukum Islam terhadap
pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat
adil bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan hasil
penelitian ini dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun segi
praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
Untuk menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan
yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga sebagai
khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada
umumnya dan bagi penulis yang akan melakukan penelitian dengan
tema yang sama.

2. Segi Praktis

a. Bagi KUA
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi KUA Kecamatan Sukolilo dalam memberikan kepuasan
mengenai pelaksanaan perkawinan dalam hal wali nikah.

b. Bagi wali nikah
Sebagai masukan kepada wali nikah, diharapkan dalam
pelaksanaan pernikahan tidak terjadi pengabaian terhadap
persyaratan untuk menjadi wali nikah atau sesuai dengan anjuran

syari’at dan aturan undang-undang yang berlaku.
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c. Bagi praktisi hukum
Diharapkan hasil penelitian ini memberi sumbangan akademik
bagi fakultas hukum dan pedoman bagi peneliti-penulis
berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang
sama.
G. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam memahami
penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk menjelaskan
beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam proses menganalisa dengan cermat atau
memeriksa untuk memahami, suatu pendapat atau pendapat dari segi
figh.”® Dalam penelitian ini aturan yang dibuat untuk menganalisis
yaitu dari segi figh. Figh yang di gunakan yaitu 4 madzhab, pendapat
Ulama, dan kaidah fighiyah.

2. Syarat adil yaitu seseorang yang tidak pernah melalukan hal tercela
dan tidak melakukan apapun yang dilarang oleh agama.”

3. Wali Nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dalam suatu akad nikah.

4. Penulisan Dokumen Nikah adalah prosedur yang dilakukan oleh
petugas pencatat nikah sebagai pelayanan administrasi negara terkait
dengan legalitas suatu Perkawinan.

H. Metode Penelitian

%K amus Besar Bahasa Indonesia
®ta Musarrofa, Konsultasi, 19 Oktober 2018
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Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh

dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu

penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Dalam kerangka metode penelitian terdapat beberapa unsur yang

mendukung penulis serta menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini merupakan

penelitian lapangan (field research), data yang dikumpulkan berdasarkan

fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Untuk memperoleh

dan membahas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

sebagai berikut:

1.

Data yang dikumpulkan
Terdapat beberapa data yang penulis himpun untuk menjawab
pertanyaan dalam rumusan masalah, maka data yang penulis
kumpulkan adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data tentang pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah pada saat
pemeriksaan dokumen perkawinan.
b. Data sekunder
1) Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2) Data tentang penerapan syarat adil bagi wali nikah menurut

PMA Nomor 19 Tahun 2018.
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3) Berkas calon pengantin ketika proses pemeriksaan dokumen
perkawinan di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
4) Buku Figh yang terkait dengan penelitian.
2. Sumber data
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

a. Kepala KUA Kecamatan Sukolilo sebagai orang yang
menikahkan mempelai yang mana mempelainya meragukan
syarat adil bagi wali nikahnya.

b. Buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah
sebagai berikut:

a. Interview/ wawancara

Interview (wawancara) adalah suatu percakapan yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara interviewer yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.*’Dalam penelitian kali ini, bentuk
wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak
terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan cara lebih
terbuka, karena pewawancara tidak terpaku pada pedoman

wawancara saja, pewawancara dapat improvisasi dan responden

*0 saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh),
(Malang : Intelegensia Media, 2015), 265.
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juga dapat lebih leluasa untuk memberikan jawaban dan
komunikasi terjalin aktif karena kedua belah pihak saling aktif.*'
Hal ini dilakukan karena besar harapan peneliti mendapatkan
informasi secara detail dan dapat menjawab masalah yang
dibahas pada penelitian kali ini. Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo yang dalam hal ini menjadi narasumber penulis karena
beliau termasuk pihak yang terkait dalam materi yang penulis
kaji, dan beliau dalam kesehariannya terlibat dalam hal seputar
pernikahan dan permasalahannya.
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah kegiatan untuk mengumpulkan
data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang
diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-
dokumen.** Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul
adalah berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah KUA
Sukolilo Kota Surabaya. Ada pula dokumen resmi seperti buku
nikah, form pendaftaran, maupun dari catatan yang penulis
kumpulkan.

4. Teknik pengolahan data

* Zulkarnaen Sleman, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penelitian Skripsi
dan Tesis, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), 168.
*2 Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 83.



21

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis
melakukan hal-hal berikut:*

a. [Editing, langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa
data-data yang telah dikumpulkan berupa dokumen pasangan
yang terkait dengan penelitian baik dari segi kelengkapannya,
kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi
dengan penelitian.

b. Organizing, menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan
karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk
memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang proses pemeriksaan
dokumen pernikahan guna mengetahui keadilan wali nikah di
KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

c. Analizing, tahapan analisis terhadap data dari proses
pemeriksaan dokumen pernikahan guna mengetahui keadilan
wali nikah di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sehingga
mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

5. Teknik analisis data
Analisis data adalah suau cara atau proses penyederhanaan data
yang telah dilakukan di lapangan, agar lebih mudah dibaca dan
dipahami. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan pola pikir deduktif, yaitu suatu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif dari proses wawancara dan

**Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.
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dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analisis yakni dengan memaparkan data yang
diperoleh dari lapangan yang berisi wawancara serta dokumentasi
secara mendalam dengan menganalisa semua aspek yang berkaitan
dengan objek dari penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk
menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena,
dengan menjelaskan tentang proses pemeriksaan dokumen nikah di
KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Disini penulis mendeskripsikan proses pemeriksaan dokumen
nikah yang oleh Kepala KUA yang menimbulkan keraguan akan
keadilan wali nikah. Selanjutnya dengan mengemukakan kenyataan
yang bersifat khusus dari fakta lapangan yang ada sehingga
memberikan pembahasan yang konkrit, dalam hal ini dengan
mengemukakan pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya.Selanjutnya penulis menganalisis dengan ketentuan
hukum Islam yakni dalam figh terhadap kasus penerapan syarat adil

bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah
sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahsan, dalam
penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari

beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan
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sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah
sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputiLatar belakang,
Identifikasi masalah dan Batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian
pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi
operasional, Metode penelitian, Sistemastika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang Konsep Perwalian dalam Hukum Islam,
Yang Meliputi Teori Perwalian dalam Pernikahan dan Pendapat Ulama
Tentang Kriteria Adil Sebagai Syarat Wali Nikah.

Bab ketiga, membahas ruang lingkup KUA Sukolilo meliputi
demografi KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang meliputi
sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, letak
wilayah, struktur organisasi, tugas dan pokok fungsi KUA. Lalu Pendapat
Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil bagi wali
nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

Bab keempat, membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap
pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo tentang penerapan syarat adil
bagi wali nikah pada saat pemeriksaan dokumen nikah.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan

dansaran.



BABII
KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Perwalian dalam Pernikahan

1.

Pengertian Pernikahan

Kata Nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “C&J\"

dan ”C\j}“”, yang secara bahasa mempunyai arti “dbjj\” (setubuh,

senggama).' Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum
berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan
perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan
kewajiban diantara keduanya.®

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau
perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan
kebahagiaan hidup yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang
dengan cara yang diridlai Allah.’

Beberapa ulama’ berbeda penafsiran mengenai definisi
pernikahan. Ulama Hanafiyah memberi pengertian nikah adalah akad
yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang

dilakukan dengan sengaja.’ Pendapat ini menghilangkan kerancuan

!Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Persada
Progressif, 1997), 1461

2Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Persada Media, 2004), 39
*Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 10

*Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh Ala Mazhab Al-Arba’ah Juz 4 (Libanon: Daar al-Fikr,

1989), 2

24
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dari akad jual beli wanita, yang berarti sebuah akad perjanjian yang
dilakukan untuk memiliki budak seorang wanita.’

Ulama Syafi’iyah berpendapat nikah secara hakiki adalah akad
yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang
diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-
lata lain yang semakna dengan keduanya.’

Menurut ulama Malikiyah nikah adalah akad yang bertujuan
untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak
ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya
sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur’an atau oleh ijma’.’

Golongan ulama Hanabilah nikah yaitu akad yang diucapkan
dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat
bersenang-senang.®

Perkawinan merupakan hal penting sebagai dasar pembentukan
keluarga sejahtera, selain itu juga sebagai pelampiasan seluruh cinta
yang sah. Oleh sebab itu Allah SWT dan Nabi Muhammad saw.

menganjurkan untuk menikah.” Dalam al-Qur’an dijelaskan dasar

hukum perkawinan :

*Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Sirri, Mut'ah dan Kotrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-
Sunnah (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010), 17
®Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh Ala Mazhab Al-Arba’ah Juz 4, 2

"Ibid.
8Ibid.

®Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah (Jakarta: PT. Darul Falah, 2010),

98
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“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Qs.
An-Nur: 32)"

Suatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan
rukunnya. Pernikahanpun dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan
rukunnya. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan merupakan
penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi sesuatu itu tidak
termasuk dalam rukun atau rangkaian perbuatan tersebut. Sedangkan
rukun adalah rangkaian perbuatan itu sendiri juga merupakan penentu
dari sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. "’

Ulama’ fugaha’ berselisih pendapat dalam menentukan rukun
perkawinan. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir
mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.'

Menurut Hanafiyah , rukun pernikahan berkaitan dengan sigat
(ijab kabul), dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian.'

Menurut Syafi‘iyah, rukun dalam perkawinan berkaitan erat
dengan sigat, wali, dua mempelai dan saksi. Adapun penjelasan

secara rinci dijelaskan pada uraian di bawah ini.

19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 549
YTihami, Kajian Figih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12
12 Abdurrahman Al-Jaziri, Al - Figh ‘Ala Mazahib Al - ‘Arba’ah Juz 4 (Mesir: Darul Hadits, 2004),

17
Bpid.
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a. Sigat
Beberapa syarat sah sigaf pernikahan yaitu:
1) Tidak ada ta‘lik
2) Tidak ada ta‘kid
3) Menggunakan kata tajwiz, inkah atau musytaq dari keduanya
b. Wali
Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:
1) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)
2) Laki-laki
3) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan
4) Balig
5) Berakal
6) Adil
7) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (mahjur ‘alaih)
8) Penglihatan masih normal
9) Bukan budak
c. Suami
Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi
ketentuanketentuan berikut:
1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri
2) Tidak dipaksa
3) Identitasnya jelas

d. Istri
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1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami

2) Identitasnya jelas

3) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah.
Seperti: mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain
sebagainya.

e. Dua saksi
1) Bukan dua orang hamba sahaya
2) Bukan dua orang wanita

3) Bukan dua orang yang fasik'*
Menurut Hanabilah, rukun perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:15

a. Dua calon mempelai yang jelas
Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan
nama dengan jelas supaya tidak terjadi salah paham dan
kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz inkah
atau tajwiz. Selain itu juga disyari’atkan antara ijab dan kabul
tidak ada jeda waktu yang lama.
b. Pilihan dan rela
Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang
budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak
boleh dipaksa oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas

kemauannya sendiri.

“Ipid, 20
Bpid, 21
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Wali
Dalam masalah wali, Hanabilah mensyaratkan tujuh perkara.
Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, /#-tifag Ad-Din
(persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik
terhadap perkawinan.
Persaksian

Syahadah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah
apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil,
maupunberbicara dan mendengar dengan baik.
Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk
menikah.

Menurut Malikiyah seluruh rukun nikah juga termasuk
syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat
tertentu sebagai berikut:

Sigat

Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah,
seperti inkah atau tajwiz. Khusus lafaz hibah harus disertai
penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh
ada sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang
diwasiatkan. Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan‘,
ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang diberi wasiat tidak

harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat di atas, juga



d.

€.

30

ada dua syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan
perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.
Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut Malikiyah ,
yaitu laki-laki, balig, tidak dalam keadaan ihram, bukan non
muslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.
Mahar

Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh
dimiliki secara syara‘® Dengan demikian arak, babi, anjing,
bangkai, dan daging qurban tidak boleh dijadikan mahar untuk
calon istri. Namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak
apabila belum dukhii/ dan harus memberikan mahar misi/ apabila
sudah melakukan jima“.
Persaksian

Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi
ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah.
Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan dukfii/ adalah wajib.
Suami istri
1) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah,

seperti dalam keadaan ihram
2) Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain

3) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh
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4) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram'®

Setelah syarat-syarat dari perkawinan telah dipenuhi, maka salah

satu yang menjadi pondasi sah atau tidaknya suatu perkawinan yakni

terpenuhinya seluruh rukun perkawinan. Jumhur ulama bersepakat

. . .. 1
bahwasannya rukun perkawinan itu terdiri atas:'’

1)

2)

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Allah SWT berfirman dalam surat an - Mirayat 32 :

-

-
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (laki-laki yang
belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami) diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi
Maha Mengetahui. (Qs. an — Nir: 32)"*

Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan antara
laki-laki dan perempuan saja dan tidak boleh lain dari itu, seperti
sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengakadkan
pernikahan.

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya

berwenang atau memiliki kuasa untuk menikahkan. Menurut

Sayyid Sabiq wali nikah adalah laki-laki yang secara hukum

®1pid, 25.

7 Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Figh Munakahat | (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64
'8Tim Disbintalad, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: AIPDA KS TUBUN, 2002), 676
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diakui memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang ada
dibawah perwaliannya."” Sebagaimana hadits yang diriwayatkan

oleh Aisyah, Abu Burdah Ibnu Abu Musa:

6 — e Ju (o) — ol B s gl 0 855 A 055
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“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu
Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali."
(HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini,
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.?
3) Dua orang saksi, tujuannya untuk mendapat kepastian hukum.

4) Sigatyaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya

dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.”'

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa

. 22
untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a) Calon Suami

b) Calon Istri

Ysayyid Sabiq, Figh Sunnah 7, 11

Dpid, 12

2! Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah (Jakarta: PT Darul Falah, 2010),

107

22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 116
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¢) Wali Nikah
d) Dua orang saksi dan
e) Ijab dan kabul.
2. Pengertian Wali Nikah
Salah satu rukun yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu

perkawinan adalah adanya wali nikah. Kata wali berasal dari bahasa

arab yakni 4Ys ,Us , lsyang berarti yang mencintai, teman dekat,

sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang
mengurus perkara (urusan) seseorang. Definisi wali secara umum
yaitu seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk
bertindak terhadap dan atas nama orang lain.”

Sedangkan secara terminologis, para ulama berbeda pendapat
dalam memberikan definisi wali, diantaranya:

a) Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa wali dalam
pernikahan adalah orang yang tergantung padanyasah akad nikah,
maka tidak sah (nikah) tanpa dia.**

b) Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam

suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu

2 Amir Sarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat dan Undang-
undang ( Jakarta: Kencana, 2009), 69.
2 Abdurrahman Al-Jaziri, Al - Figh ‘Ala Mazahib Al - ‘Arba’ah Juz 4, 29
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pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri

dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.”’
Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:°

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya”

Penunjukan seorang wali didasarkan pada skala prioritas secara
tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang
paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. Imam Malik, Imam
Syafi“i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis
keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.”” Keberadaan wali
dalam nikah adalah sesuatu yang harus ada. Wali ditempatkan
sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip.”®

Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam,”
yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab yaitu wali yang
perwaliannya berdasarkan adanya hubungan darah.Sedangkan Wali
hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua

mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak ada, atau sebab

lainnya yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

2> Amir Sarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat dan Undang-
undang, 69

26 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,, 118.

2"Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ( Jakarta: Rajawali Pers,
2009) 89.

28 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 40

» pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan
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Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain
sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai
wanita.*’Urutan Wali Nasab yaitu :

a) Bapak kandung

b) Kakek (bapak dari bapak)

c) Bapak dari kakek (buyut)

d) Saudara laki-laki sebapak seibu

e) Saudara laki-laki sebapak

f) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu
g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
h) Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu)
i) Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak)
j) Anak paman sebapak seibu

k) Anak paman sebapak

1) Cucu paman sebapak seibu

m) Cucu paman sebapak

n) Paman bapak sebapak seibu

o) Paman bapak sebapak

p) Anak paman bapak sebapak seibu

q) Anak paman sebapak

r) Saudara laki-laki kandung kakek

%0 pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
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s) Saudara laki-laki sebapak kakek
t) Anak sebapak seibu saudara kandung kakek, dan

u) Anak saudara laki-laki sebapak seibu.’’

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.

B. Pendapat Ulama’ Tentang Kriteria Adil Sebagai Syarat Wali Nikah
Adanya wali sebagai rukun nikah sekaligus menetapkan keabsahan
nikahnya maka harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai wali. Yang
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.**Syarat wali nasab
yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.**
Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah
sebagai berikut:*
1. Orang merdeka

2. Telah sampai umur atau sudah baligh.

3. Berakal.

! pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan

%2 pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

% pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

% Ppasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan

%Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 7, 12
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4. Beragama Islam, jika yang dinikahkan itu seorang muslim maka yang
menjadi wali harus muslim.

Mengenai syarat adil dalam menjadi wali nikah terdapat
perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya tidak melakukan
dosa besar.Sedangkan menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh
menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak
dilarang untuk mengawinkan.*®

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang durhaka tidak kehilangan
haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut
melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Hal ini disebabkan karena
wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah
kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk
menjadi wali hilang.”’

Abu Shuja’ menyatakan dalam kitabnya Hashiyah Ibrahim Bajuri

bahwa:

“Adil menurut bahasa adalah istiqamah dan lurus”.*®

Dalam kitab Marahil takwin al-Usrah dijelaskan secara rinci sifat

adil tersebut, bahwa:

% Sahal Mahfudh, Akhkamul Fugaha, (Surabaya: Khalista, 2011), 10
% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, 7

38 Abu Shuja’, Hashiyah Ibrahim Bajuri, juz 2 (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah, 1999), 194
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“Sifat adil adalah melakukan perkara yang diwajibkan agama dan
menjauhi larangan-larangannya. Menurut pendapat ulama’, adil adalah

tidak fasik, tidak melakukan perbuatan dosa besar, serta menegakkan

perkara yang diwajibkan agama”.*’

Dari keterangan hadits diatas bahwasannya salah satu sifat adil
yaitu tidak fasik.Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa fasik adalah orang
yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman.*’

Para ulama’ fikih juga berbeda pendapat mengenai penerapan
syarat adil bagi wali nikah.Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
dalam riwayat yang masyhur dari keduanya berpendapat bahwa seorang
wali harus adil secara zahirnya, seperti tidak berbuat dzalim, sehingga si
perempuan ini tidak dizalimi oleh wali yang fasik. Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat
bagi wali, bahkan perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia
boleh menjadi wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya
atas orang lain sah hukumnya.*’

Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa wali nikah tidak
disyaratkan harus adil. Seseorang yang durhaka tidak kehilangan hak

menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya

%% Athiyah Shogqri, Marahil Takwin al-Usrah , Juz 1 (Beirut: Maktabah Wahbah, 2003), 38

“Tagiyuddin Ahmad bin Taimiyah, Majmu ah al-Fatawa , Juz 7 (Kairo: Darul Wafa’, 2005), 251
“Abdullah bin Abdillah Ar-Rahman, Tawdiiul Ahkam Min Buliighil Maram , Juz 5 (Makkah:

Maktabah Al-Asadi, 2003), 267.
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melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena, wali tersebut tidak
menentramkan jiwa yang diurusnya, maka dari itu haknya menjadi wali

hilang.**

Menurut Kaidah Fighyah yaitu kaidahj\ji j’@' 1“Kemudharatan

harus dihilangkan.”Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang
atauakan  bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka
keberadaanya wajib dihilangkan.”® Salah satu macam dari kaidah ini
adalah:
gkl S5 15 Letlil o 0Bl (o)

“Jika ada dua bahaya berkumpul, maka dihindari adalah bahaya
yang lebih besar dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan.”

Maksudnya jika ditemukan adanya pertentangan antara dua
macam madlarat, maka yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih
besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Jadi, jika pada
suatu saat terjadi secara bersamaan dua bahaya atau lebih, maka yang
harus diteliti adalah mafsadah mana yang bobot nilainya lebih kecil dan
lebih ringan efek sampingnya, sehingga yang lebih besar ditinggalkan dan
yang lebih ringan dikerjakan.*!

Akan tetapi dalam kitab A/-Figh ‘Ala Mazahib Al-‘Arba’ah

bahwasannya jika seseorang fasik itu sudah bertaubat, maka dia tidak bisa

*2 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 7, 11

“Muhamad Mas’ud Zein, Sitematika Teori Hukum Islam (Qawa 'id-Fighiyyah), (Surabaya: Al-
Syarifah Al-Khadizah, 2006) , 60

*Muchlis Usman, Kaidah-kaidah istinbath hukum islam, 124
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dikatakan fasik lagi. Dan hak walinya otomatis kembali dapat

digunakan.®’

* Abdurrahman Al-Jaziri, A/-Figh ‘Ala Maz ahib Al-“Arba’ah Juz 4, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB III

PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI NIKAH PADA SAAT
PEMERIKSAAN DOKUMEN NIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOLILO

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo

1.

Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Sukolilo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo ini berdiri
pada tanggal 2 Januari 1912. Yang pada awalnya bertepat di Jalan
Manyar Sabrangan kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1981 KUA
Kecamatan Sukolilo pindah ke jalan Asem Payung No. 8 Surabaya
hingga terjadi perkembangan yang selanjutnya dipindah ke Jalan
Gebang Putih No.8 Surabaya yang berdiri di atas lahan seluas 814 M
dan status tanahnya adalah milik KUA itu sendiri tetapi belum ada
kelengkapan suratnya.

Meskipun KUA Kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tahun
1981, namun Register Nikah (Akta Nikah) ada dan tersimpan rapi
sejak tahun 1912 hingga sekarang. Seiring terbitnya KMA 77 Tahun
2004 Tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005
Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka
KUA Sukolilo melakukan restrukturasasi sesuai dengan acuan

peraturan tersebut.

41
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Di samping pembenahan struktur keorganisasiannya, dibidang
fisik KUA Kecamatan Sukolilo juga mengalami penambahan
bangunan, yaitu antara lain :

a. Padatahun 2004 membuat ruang Balai Nikah seluas 6x5 M.

b. Pada tahun 2007 dilakukan pembuatan pagar pembatas antara
KUA dengan SDN 245 Keputih serta dlanjutkan pembuatan
halaman depan KUA.

c. Pada bulan September 2009 telah dilaksanakan pavingisasi
halaman depan KUA seluas 12x10 serta rehab/pembenahan balai
nikah KUA yang mendapat alokasi dana dari KANWIL DEPAG

JATIM pada tahun 2012.

Guna menunjang keamanan dan kepuasan dalam memberi
pelayanan, maka KUA Kecamatan Sukolilo juga menyediakan
berbagai ruangan, yaitu halaman parkir yang luas dan ruang tunggu
yang nyaman dilengkapi dengan bahan bacaan, ruang Kepala KUA,
balai nikah, ruang tata usaha, musholla, toilet dan ruang resepsionis
yang selalu memberikan informasi dan petunjuk secara cepat dan

tepat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo sebagai bawahan
langsung dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan sebagai

mitra dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan,
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keberadaanya sangat dibutuhkan masyarakat luas, Khususnya

masyarakat Kecamatan Sukolilo yang membutuhkan layanan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mewilayahi 7

kelurahan, yaitu :

a.

Kelurahan Keputih;

Kelurahan Gebang Putih;
Kelurahan Kelampis Ngasem;
Kelurahan Menur Pumpungan;
Kelurahan Nginden Jangkungan;
Kelurahan Semolowaru;

Kelurahan Medokan Semampir.

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Sebelah Utara : Kantor BPPLSP Regional IV.
Sebelah Selatan : Sekolah Dasar 245 Keputih.
Sebelah Timur : Gudang Aquase.

Sebelah Barat : Jalan Gebang putih

2. Visi dan Misi

a.

Visi
VisiKantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo adalah:
“Profesional dan amanah dalam membina keluarga yang sakinah

dan pemberdayaan umat”’.



44

b. Misi

Adapunmisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo sebagai

berikut :

1) Mengembangkansistem administrasi dan pelayanan publik.

2) Meningkatkanpelayanan prima dan profesional dalam
pencatatan nikah dan rujuk.

3) Meningkatkanpembinaan keluarga sakinah dan
pemberdayaan masyarakat.

4) Meningkatkankualitas ~ pembinaan = manajemen  dan
mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan
ibadah sosial.

5) Meningkatkankualitas pembinaan produk pangan halal,
kemitraan umat dan hisab rukyat.

6) Meningkatkankualitas pembinaan dan pemberdayaan haji.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sukolilo
Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo adalah
terbentuk garis lurus.Dengan demikian kekuasaan dan tanggung
jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang
dibawah.
Efisiensi struktur organisasi KUA minimal ada komponen yang

secara langsung membantu dan melaksanakan tugas-tugas KUA,



45

yang pertama adalah seluruh karyawan KUA, yang kedua Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang ketiga adalah Penyuluh
Agama,baik yang definitif maupun Penyuluh Agama Honorer (PAH).

Adapun struktur organisasi KUA Sukolilo adalah sebagai berikut:

KEPALA

H. Mastur Musyafak, S.HI,. M.Ag
NIP: 198002072002121001

JFT PENGHULU

Agus Fatchurahman, S.Sos
NIP: 196508181986031006 JET PENYULUH

NIP: 19640402014111004

Drs. Choirul Anam

JFT PENYULUH

Mashulatun Nasia, S.ag
NIP: 19741124200912003

JFU JFU
Dani Kurniawan S.H Laily Rozani Amaniyah, SH
NIP: 198606282007011003 NIP: 1983303162002122001

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas KUA
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Berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas KUA

Kecamatan Adalah Melaksanakan layanan dan bimbingan

masyarakat islam di wilayah kerjanya.' Maka, berdasarkan PMA

No. 34 Tahun 2016 tugas Kantor Urusan Agama sukolilo

melaksanakan sebagaimana tugas kantor Kementrian Agama

Surabaya di bidang urusan agama di wilayah kecamatan Sukolilo,

sekaligus bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor

Kementrian Agama Kota Surabaya.

b. Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor

Urusan Agama kecamatan Sukolilo menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan
nikah dan rujuk;

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat
islam;

3) Pengelolahan dokumentasi dan sistem informasi menejemen
KUA kecamatan;

4) Bimbingan pelayanan keluarga sakinah;

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;

'pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan
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8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA
kecamat aln;2
10) Pelayanan bimbingan manasik haji;’
5. Prosedur Pendaftaran Nikah

a. Calon Pengantin (CATIN) mendatangi RT/RW setempat guna
membuat surat Pengantar Nikah ke Kantor Desa atau Kelurahan.

b. Calon Pengantin kemudian datang ke Kantor Desa atau
Kelurahan untuk Pembuatan dan atau pengisian Surat Model N1,
N2, N3, N4. Adapun Surat Model N5 khusus untuk catin yang
belum mencapai umur 21 tahun dan Surat Model N6 khusus bagi
catin yang bersetatus duda/janda yang ditinggal mati suami/istri.

Berikut perincian dari Surat Model N :

1) Model N1 : Surat Keterangan untuk Menikah
2) Model N2 : Surat Keterangan Asal Usul Catin
3) Model N3 : Surat Persetujuan untuk Menikah
4) Model N4 : Surat Keterangan Orang Tua Catin
5) Model N5 : Izin Orang Tua untuk menikah

6) Model N6 : Surat Kematian

Disamping hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka perlu
disertakan kelengkapan lampiran sebagai berikut :*
1) Lampiran untuk Catin Laki-Laki, yakni :
a) Fotocopy KTP dan KK (Kartu Keluarga)
b) Ijasah terakhir
c) Pas Photo 2x3 (4 Lembar) dan 4x6 (2 Lembar)

*Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

%Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
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d) Akta Kelahiran
e) Surat Pernyataan Sehat dari Puskesmas atau Rumah
Sakit
2) Lampiran untuk Catin Perempuan, yakni :
a) FotocopyKTP dan KK (Kartu Keluarga) catin dan wali
nikah
b) Fotocopy surat kematian ayah (bila sudah meninggal
dunia)
c) Surat keterangan wali nikah
d) Ijasah Terakhir
e) Akta Kelahiran
f) Surat Pernyataan Sehat dari Puskesmas atau Rumah
Sakit
g) Pas Photo 2x3 (4 Lembar) dan 4x6 (2 Lembar)
c. Selain berkas di atas masih banyakberkas yang harus di lengkapi,
antara lain :
1) Surat izin dari atasan (bagi TNI/POLRI)>
2) Dispensasi camat bila pengurusan administrasi kurang dari 10
hari
3) Surat pernyataan belum menikah bermaterai Rp.6000,- (bagi
kedua catin)
4) Surat pernyataan wali hakim bermaterai Rp.6000,- jika tidak
punya wali
d. Setiap catin menandatangani surat pernyataan yang menyatakan
kebenaran data yang disampaikan ke KUA. Surat Pernyataan ini
merupakan kebijakan kepala KUA Sukolilo yang dibuat oleh
Penghulu  KUA Sukolilo untuk menanggulangi banyaknya
pemalsuan data yang seringkali mengakibatkan KUA dipanggil
ke Pengadilan Agama.

SPasal 4 poin (k) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
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e. Bagi catin wanita yang belum berusia 16 tahun dan catin laki-laki
yang belum berusia 19 tahun harus ada surat dispensasi nikah dari
Pengadilan Agama yang menaungi wilayah tempat tinggal catin
perempuan.® Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari
Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan mengeluarkan surat
keterangan Model N8 (Surat Penolakan dari KUA Kkarena
Persyaratan belum lengkap) dan Model N9 (Surat rekomendasi
untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama).

f. Bagi catin yang berstatus duda/janda karena perceraian, maka
harus melampirkan akta cerai’ yang asli (tidak boleh fotocopy)
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang mengeluarkan
amar putusan perceraian.

g. Setelah berkas persyaratan nikah sudah lengkap kemudian
mengisi surat Model N7 (tentang Pemberitahuan Kehendak
Nikah) yang diedarkan atau diberikan oleh KUA untuk
ditandatangani oleh Kedua catin dan PPN (Pegawai Pencatat
Nikah).

h. Surat rekomendasi perkawinan dari kantor KUA Kecamatan
setempat bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah
kecamatan tempat tinggalnya®

i. Adapun prosedur pindah nikah dan numpang nikah ( surat
pengantar dan surat rekomendasi nikah ) diantaranya sebagai
berikut :

1) Fotocopy KTP kedua calon mempelai

2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

3) Suratpengantar dari kelurahan (N1, N2, N3, dan N4 )
4) Akta kelahiran

5) Pasphoto 2x3 (4 lembar ) dan 4x6 ( 2 lembar )

®Pasal 4 poin (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
"Pasal 4 poin (m) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
8pasal 4 poin (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
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J. Setelahmendapat surat pengantar ataupun rekomendasi nikah,
yang diperlukan selanjutnya adalah mengunjungi KUA yang akan
dijadikan tempat pernikahan akan berlangsung dengan syarat :

1) Suratpengantar atau rekomendasi pindah nikah dari KUA asal
2) Fotocopy KTP kedua calon mempelai

3) Fotocopy KK kedua calon mempelai

4) Akta kelahiran kedua calon mempelai

5) Fotocopy ijazah terakhir kedua calon mempelai

6) Pasphoto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (2 lembar)

k. Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka
CATIN yang berwarganegaraan asing harus menyertakan :

1) Surat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di
Indonesia

2) Paspor/visa

3) Surat tanda masuk daerah dari POLSEK atau POLRES.

I. Bagi CATIN yang mualaf, maka di sertakan piagam masuk islam.
Dan apabila belum memiliki piagam masuk islam maka akan di
islamkan di KUA untuk mendapatkan piagam tersebut.

m. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, MAKA catin akan
di daftarkan ke dalam buku pendaftaran nikah dan kemudin di
tuangkan kedalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah
(model NB)

6. Pemeriksaan Dokumen Nikah

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, MAKA catin akan
di daftarkan ke dalam buku pendaftaran nikah dan kemudian di
tuangkan kedalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah
(model NB).

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan

memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat
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atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan
adanya kekurangan tersebut.’

Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon
istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan
Nikah (model NB).Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat
tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk
diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang
mewilayahi tempat tinggalnya.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum
munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan
cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah
pemeriksaan dinyatakan memenuhi persyaratan maka calon suami,
calon istri dan wali nikahnya menandatangani daftar pemeriksaan
nikah.!°Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi
pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan dengan tujuan untuk

memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.*

%Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
19pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
Ypasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
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B. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo
tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah pada saat Pemeriksaan
Dokumen Nikah

Problematika yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo ini berawal
dari pasangan calon pengantin yang melangsungkan perkawinan di
wilayah KUA Kecamatan Sukolilo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal (di
NB) kala itu calon pengantin (nama laki dan perempuan) datang di KUA
Kecamatan Sukolilo untuk menghadiri proses rafak. Rafak yang dimaksud
disini adalah prosesi yang dilakukan sebelum akad nikah, dalam bahasa
undang-undang disebut proses pemeriksaan dokumen.

Proses ini diawali dengan pemeriksaan dokumen yang meliputi
data calon pengantin, kelengkapan dokumen yang lain seperti pas foto,
surat keterangan wali. Ketika itu Kepala KUA Kecamatan Sukolilo
bertanya ‘“mbak, ini walinya siapa?”. Kata wali calon pengantin
perempuan “iya saya pak. Saya kan bapak kandungnya”. Kemudian pihak
KUA mencatatnya dalam model NB. Lalu pengantin perempuan bertanya
pada Kepala KUA Kecamatan Sukolilo “pak, bagaimana pernikahan saya?
Maksud saya apakah pernikahan kami sah, sedangkan bapak saya tidak
pernah salat. Saya belum pernah melihat bapak saya sholat”. Kepala KUA
Kecamatan Sukolilo menjawab “sebentar mbak, kalau mbaknya berkenan
pakai wali hakim bagaimana?”. Lalu wali pengantin perempuan “gak bisa

pak, kan walinya saya, saya juga masih sehat gak ada cacat apapun”.
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Setelah itu pihak KUA Kecamatan Sukolilo melihat kelengkapan

berkas wali dan tertera di KTP wali itu beragama Islam. Begitu juga di KK

tertera agama wali Islam.

Akhirnya pihak KUA Kecamatan Sukolilo tetap menikahkan calon

pengantin ini dengan menggunakan wali nasab. Pihak KUA Kecamatan

Sukolilo dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Sukolilo memiliki alasan

tertentu mengapa hal ini dilakukan.

Penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan Kepala KUA

Kecamatan Sukolilo terkait hal ini dan hasilnya:

1.

2.

X

Tidak ada syarat wali yang menyatakan harus sholat, agama bagus.
Secara legalitas ini sudah terpenuhi segala syaratnya.

KUA melakukan apa yang tertuang dalam Undang-undang.

Pihak KUA tidak memiliki hak bertanya terkait ibadah yang sifatmya
pribadi. Seperti: salat, zakat. Karena dikawatirkan akan tersinggung
dan itu bukan urusan KUA.

Kalau diterapkan, dipastikan tidak ada orang yang akan menikah.
Tidak ada yang mau menjadi wali.

Akibat dari diterapkannya syarat adil bagi wali nikah ini banyak
terjadi perzinaan. Kalau menggunakan wali hakim maka ikatan
perkawinannya tidak sah dan hukumnya sama saja dengan berzina.
Kalau wali hakim semua, sedangkan wali nasabnya ada tentu
menyalahi peraturan yang berlaku. Karena kedudukan wali yang

paling dekat adalah wali nasab.
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8. Pihak KUA tidak faham mengenai interpretasi kata adil yang ada
dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
Selain itu di PMA Nomor 19 Tahun 2018 tidak ada penjelasan
mengenai kata adil.

9. Kebanyakan pihak KUA menggunakan makna adil bagi wali nikah
dari segi hukum figh.

10. Pihak KUA pun merasa bingung kalau kejadian tersebut ditolak,
dikhawatirkan KUA Kecamatan tersebut terkena sanksi administrasi.*2
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA

yang baru, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kasus ini hanya memiliki satu saksi saja yang menyatakan bahwa wali
nikah tersebut diragukan keadilannya. Dalam hal ini saksi tersebut
adalah calon pengantin wanita.

2. Mengenai syarat adil wali dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah maupun dalam peraturan terbarunya yaitu PMA No.
19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, definisi adil tidak
dijabarkan. Jika menggunakan definisi adil menurut ulama’ dahulu
tentu saja sampai detik ini tidak ada yang terpenuhi syarat adilnya
wali nikah maupun saksi.

3. Definisi adil yang diterapkan dalam KUA Kecamatan Sukolilo adalah
adil yang masyhur saja. Maksudnya apa yang ada dalam diri wali

tersebut sesuai dengan syarat administrasi yang berlaku.

2K epala KUA Kecamatan Sukolilo, Heri Ridwan, Wawancara, Sidoarjo, 3 November 2018
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4. Pihak KUA Kecamatan Sukolilo juga tidak akan menanyakan adil
yang sesuai dengan definisi ulama’ dahulu. Karena hal tersebut
dianggap privasi seseorang. Hal tersebut juga termasuk urusan pribadi
seseorang dengan Tuhannya.

5. Secara umum, kasus ini tetap menggunakan wali nasab. Karena
menurut PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menyatakan
bahwa wali nasab bisa berpindah menjadi wali hakim karena: wali
nasab tidak ada, wali nasab tidak memenuhi syarat, wali nasab
mafqud, wali nasab adal, wali nasab berhalangan hadir. Sekalipun ada
syarat wali nasab yang menunjukkan adil itu menjadi salah satu

syarat. Namun syarat tersebut bukan menjadi syarat yang utama.™

K epala KUA Kecamatan Sukolilo, Mastur Musyafak, Wawancara, Surabaya, 30 Juli 2019



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA
KECAMATAN SUKOLILO TENTANG PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI

WALI NIKAH PADA SAAT PEMERIKSAAN DOKUMEN NIKAH

A. Analisis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang
Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen
Nikah

Kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo, berdasarkan data
yang dijelaskan pada BAB Ill, kasus ini bermula dari sepasang calon
pengantin yang sedang melakukan rafak atau pemeriksaan dokumen nikah.
Pihak KUA menanyakan siapakah yang akan menjadi wali. Walinya pun
berkata bahwa dirinya yang menjadi wali nikah putrinya.

Calon pengantin wanita menanyakan perihal pernikahannya ini sah
atau tidak dengan kondisi wali nasabnya diketahui oleh calon pengantin
wanita ini diragukan keadilannya sebagai wali nikah.

Pihak KUA melihat berkas yang telah ada dan menunjukkan
bahwa secara administrasi wali nasab tersebut telah memenuhi syarat
sebagai wali nasab. Pihak KUA juga sudah memberi pilihan kepada calon
pengantin apakah tetap menggunakan wali nasab atau berpindah wali
hakim. Namun, wali dari calon pengantin wanita ini marah dan
menyatakan bahwa beliau akan tetap menjadi walinya karena beliau

merasa beliau masih sehat dan baik-baik saja.
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Sebelum akad nikah berlangsung pihak pengantin dan keluarga
berunding dengan pihak KUA dan hasilnya tetap menggunakan wali nasab
karena dianggap secara administrasi wali tersebut layak menjadi wali
nasab.

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh pihak KUA telah sesuai
secara administrasi prosedur. Selain itu dalam PMA No. 19 Tahun 2018
tidak memberi definisi secara jelas adil yang dimaksud dalam pasal 11
poin (e). Akibatnya hal ini menimbulkan multitafsir bagi KUA sendiri.
Wali calon pengantin tersebut hanya diketahui oleh calon pengantin wanita
tidak pernah melakukan shalat. Penulis sendiri berfikir bahwa shalat itu
kan hal yang tidak bisa hilang dari manusia selama masih hidup. Bahkan
shalat itu juga tiang agama. Dan seseorang juga di anggap baik agamanya
dilihat dari cara shalatnya juga, maka meninggalkan shalat ini termasuk
dosa besar atau fasik. Apabila seseorang itu pernah melakukan perbuatan
fasik, lalu dia bertaubat, maka dia sudah bisa dipandang sebagai orang
yang adil. Namun, sebaliknya jika ada orang yang fasik dan belum
bertaubat, maka sampai detik itu juga dia termasuk orang yang tidak adil,
Sedangkan pada saat itu wali nasab memiliki hak penuh sebagai wali nikah
yang sah atas calon pengantin wanita.Pihak KUA pun merasa kalau
menolak kasus ini maka pihak KUA akan mendapat sanksi. Jadi KUA
melakukan apa yang sesuai dengan prosedur administrasi. Namun pada
zaman ini agak susah melihat adil dan tidaknya wali nasab, karena bukan

hanya terkait melakukan perbuatan dosa seperti kasus tersebut saja yang
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masuk dalam kategori tidak adil. Lagi pula kasus yang terjadi pada wali
nikah ini merupakan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya.
Jadi penulis menyatakan bahwa apa yang di lakukan oleh pihak KUA ini
sudah benar, sekalipun perbuatan ini menimbulkan keraguan di hati
pengantin wanita.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat
Pemeriksaan Dokumen Nikah

Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat keadilan wali nikah.
Hal ini tentu menjadi polemik yang rumit, terlebih wali nikah merupakan
syarat yang justru menjadi tombak penentu sah atau tidaknya suatu ikatan
perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh

Aisyah, Abu Burdah Ibnu Abu Musa:
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“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah sah
suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Ahmad dan Al-
Arba'ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu
Hibban.

Akan tetapi, yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo Kota
Surabaya ini syarat dari wali nikah ada yang belum terpenuhi, yaitu
keadilan wali yang menyebabkan wali nasab ini nyaris kehilangan haknya.
Adil yang dimaksud disini juga menimbulkan interpretasi yang beragam.
Ada yang mengatakan bahwa adil tersebut tidak melakukan dosa besar.
Lawan dari adil adalah fasik. Syarat adil bagi wali nikah ini benar-benar
jadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Wali nasab dari calon
pengantin ini, di ketahui oleh pengantin perempuan tidak pernah
melakukan sholat. Sedangkan bagi seorang muslim, sholat adalah ibadah
seumur hidup. Bahkan sholat adalah tiang dari agama.

Menurut Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat
bahwa seorang wali harus adil secara zahirnya, sehingga si perempuan ini
tidak dizalimi oleh wali yang fasik. Sehingga menurut Imam Madzhab
tersebut bahwa adilnya wali merupakan syarat yang harus ada pada diri
wali nikah selain islam, laki-laki, merdeka, dan baligh. Jadi otomatis
pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah tersebut tidak sah, dan status
pernikahannya juga tidak sah.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi wali, bahkan

perwalian orang yang fasik boleh hukumnya karena dia boleh menjadi
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wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya atas orang lain
sah hukumnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq yang
menyatakan bahwa wali nikah tidak disyaratkan harus adil. Seseorang
yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan,
kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang
berat. Karena, wali tersebut tidak menentramkan jiwa yang diurusnya,

maka dari itu haknya menjadi wali hilang. Hal ini sesuai dengan Menurut

[
-

Kaidah  Fighyah yaitu kaidah % ol “Kemudharatan  harus

dihilangkan.”Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atauakan
bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka keberadaanya wajib
dihilangkan. Salah satu macam dari kaidah ini adalah:

Lgasl &5 15 it o oBidal (2

“Jika ada dua bahaya berkumpul, maka dihindari adalah bahaya
yang lebih besar dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan.”

Jadi, jika pada suatu saat terjadi secara bersamaan dua bahaya atau
lebih, maka yang harus diteliti adalah mafsadah mana yang bobot nilainya
lebih kecil dan lebih ringan efek sampingnya, sehingga yang lebih besar
ditinggalkan dan yang lebih ringan dikerjakan

Maka kesimpulannya pernikahan yang terjadi dengan wali nikah
tersebut adalah sah, karena jika tidak di nikahkan dikhawatirkan
menimbulkan madharat yang lebih besar. Begitupula dengan calon

pengantin yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
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Jika memandang adil sebagai syarat utama untuk wali nikah, maka
dipastikan tidak akan ada yang sah untuk menjadi wali nikah, karena adil
yang sesuai dengan definisi ulama itu merupakan privasi seseorang dengan
tuhannya. Sekalipun mendatangkan saksi, belum tentu juga saksi tersebut
mengetahui kereligiusan seseorang.

Jadi pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Sukolilo ini sudah
sah, menurut hukum Islam. Sebab segala syarat dan rukunnya telah
terpenuhi. Hal ini merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam
Malik, dan kaidah fighyah yang tidak mensyaratkan wali nasab untuk
penikahan harus adil dan khawatir akan madharat yang terjadi akibat kasus
ini. Dan menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo sesuai
dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik yang menyatakan
bahwa wali nasab tidak harus bersifat adil, karena mencari keadilan wali

pada zaman sekarang itu bergantung pada individu masing-masing.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam
skripsi, yaitu:

1. Menurut Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, bahwa syarat adilnya wali
nikahsebagai wali nasab bukan merupakan syarat utama untuk
menjadi wali karena, pertama berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan tidak ada penjelasan mengenai
definisi adil tersebut., kedua apabila menggunakan definisi adil
menurut para ulama dahulu maka dapat dipastikan tidak ada yang
memenuhi syarat secara sah untuk menjadi wali, kalau diterapkan
definisi adil sesuai ulama terdahulu akan berakibat banyaknya
perzinaan yang terjadi.

2. Wali yang diragukan keadilannyamenurut Kepala KUA Kecamatan
Sukolilo ini merupakan wali yang fasik. Dan orang fasik tidak bisa
menjadi wali. Akan tetapi, menurut beliau syarat adilnya wali ini
bukan menjadi syarat utama untuk menjadi wali nikah. Menurut
Syafi’i dan para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat adil
bagi wali nikah. Apa yang terjadi di KUA Kecamatan sukolilo ini
secara hukum Islam sudah benar, pernikahan yang dilakukannya juga

sah dari segi syarat dan rukun baik calon mempelai maupun wali.
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Sekalipun sedikit menyimpang, akan tetapi apa yang dilakukan oleh
pihak KUA Kecamatan Sukolilo ini berlandaskan pada pendapat dari
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kaidah fighyah yang tidak
mensyaratkan wali nasab untuk penikahan harus adil dan khawatir
akan madharat yang terjadi akibat kasus ini. Maka pernikahan yang
dilakukan dengan wali yang fasik ini tetap sah.

B. Saran

1. Pihak KUA sudah benar dengan tidak perlu memandang adil atau
tidaknya seorang wali, karena secara definisi tidak jelas adil yang
dimaksud seperti apa. Sedangkan tidak adil tersebut tidak hanya
dengan melakukan dosa besar, akan tetapi fasik juga termasuk
didalamnya. Hal ini juga pasti menyulitkan pihak KUA jika pada
zaman sekarang menerapkan syarat adil tersebut karena berkaitan
dengan privasi seseorang.

2. Untuk para wali nikah, patuhi prosedur yang ada. Sekalipun syarat
adil ini sering dikesampingkan, setidaknya memiliki sifat-sifat yang
membawa kebaikan bagi pernikahan yang dibawah perwaliannya.
Meskipun dikatakan belum adil, namun berilah kenyamanan dan

ketentraman untuk berbagai pihak.
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